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P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Stabat  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan

dalam perkara Gugatan Cerai antara: 

..., umur  32  tahun,  agama  Islam,  Pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,

Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Pertama,  tempat

kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai Penggugat;

melawan

..., umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah

Lanjutan  Tingkat  Atas,  tempat  kediaman  di  Kabupaten

Simalungun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan; 

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 April 2020 telah

mengajukan  gugatan  cerai yang  telah  didaftar di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama Stabat dengan  register  Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 30 April

2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Mei 2006 di

Kecamatan Pematang Bandar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

…  tanggal  6  Mei  2006  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Pematang Bandar;

2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama  di

rumah orangtua Tergugat selama 8 bulan, selanjutnya sekitar bulan Januari

2007  Penggugat  dan  Tergugat  disuruh  menempati  rumah  kosong  milik
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orangtua  Tergugat  sampai  tahun  2015, selanjutnya  Penggugat  dan

Tergugat berangkat bekerja di Malaysia sampai tahun 2017;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan

sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da) dukhul) dan telah dikaruniai 2

orang anak yang bernama;

1) Anak pertama, Laki-laki, umur 14 Tahun;

2) Anak kedua, Laki-laki, umur 10 Tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

dalam keadaan harmonis akan tetapi sejak sekitar 2007 antara Penggugat

dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

tangga disebabkan:

- Tergugat sering melakukan tindak kekerasan;

- Tergugat malas untuk bekerja;

- Tergugat suka bermain judi;

- Tergugat mentalak Penggugat melalui telefon;

5. Bahwa  Penggugat  telah  berupaya  mengingatkan  Tergugat,  agar

Tergugat  tidak  mengulangi  perbuatannya,  namun  Tergugat  tidak  terima

sehingga  pertengkaran  terus  terjadi  dan  ketika  pertengkaran  terjadi

Tergugat selalu menghina dan mencaci maki Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang

tidak  kunjung  berubah,  akibatnya  pada  tahun  2017  antara Penggugat

dengan  Tergugat  berpisah  Penggugat  kembali  dari  Malaysia  ke  rumah

orangtua  Penggugat  di alamat  tersebut  di  atas,  Penggugat  ketahui

sekarang Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat

tersebut  di atas,  namun  demikian  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

belum pernah bercerai;

7. Bahwa  atas  permaslahan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

       Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut,  Penggugat  merasa

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi

dan  Penggugat  memohon kepada  Ketua  Pengadilan  Agama Stabat  Cq.
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Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan

hasil  sidang  serta  memanggil  Penggugat  dan  Tergugat  selanjutnya

memeriksa  dan  mengadili  dengan  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

sebagai berikut:

PRIMAIR: 

a. Menggabulkan gugatan Penggugat;

b. Menjatuhkan  talak  satu  bain  shugra  Tergugat  (...)  terhadap

Penggugat (...);

c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan

dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

   Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadiri

persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan

dan tidak  ada orang lain  yang hadir sebagai  wakil atau  kuasanya  yang sah

meskipun  Tergugat  telah dipanggil  secara resmi  dan patut,  sedangkan tidak

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang

sah menurut hukum;

Bahwa,  Majelis  Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa,  mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang

menghadap meskipun  Tergugat  telah dipanggil secara resmi dan patut,  maka

pemeriksaan  terhadap perkara ini  dimulai  dengan  pembacaan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa,  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor  …

tanggal 6 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Pematang  Bandar, Kabupaten  Simalungun, Provinsi  Sumatera  Utara.  Bukti

surat tersebut telah diberi  meterai  secukupnya dan telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
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Bahwa,  selain bukti  tertulis,  Penggugat juga telah mengajukan bukti  2

(dua) orang  saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dan  di

bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi  I  Penggugat,  umur  27  tahun,  Agama  Islam,  Pendidikan  ----,

Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah

pada  tahun  2006  yang  lalu  di  Kecamatan  Pematang  Bandar,

Kabupaten Simalungun;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

rumah orangtua Tergugat  sampai  tahun 2015 kemudian Penggugat

dan Tergugat berangkat bekerja di Malaysia sampai tahun 2017;

- Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  sejak

tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena

Tergugat  malas  bekerja  sehingga  tidak  bertanggung  jawab  dalam

memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga,  Tergugat  suka  berjudi  dan

Tergugat telah menyatakan talak kepada Penggugat melalui telefon;

- Bahwa  Saksi  sering melihat  dan  mendengar  Penggugat  dengan

Tergugat bertengkar,  Saksi  melihat dan mendengar Penggugat  dan

Tergugat saling marah dan jawab menjawab;

- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah,

Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan

Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jalan

…, Desa …, Kecamatan …, Kabupaten Langkat;

- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan

uang belanja dan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa  pihak keluarga dan juga Saksi telah berusaha mendamaikan

dan menasehati Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
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2. Saksi  II  Penggugat, umur  24  tahun,  Agama  Islam,  Pendidikan  ---,

Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat :

- Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat,  hubungan

Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sejak

sekitar  14  (empat  belas)  tahun  yang  lalu  di  Kecamatan  Pematang

Bandar, Kabupaten Simalungun;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

rumah orangtua Tergugat sampai tahun 2015, kemudian Penggugat

dan Tergugat berangkat bekerja di Malaysia sampai tahun 2017;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2017,

Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan

Penggugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jalan

…, Desa …, Kecamatan …, Kabupaten Langkat;

- Bahwa Penggugat  dengan  Tergugat  berpisah  rumah karena  sering

bertengkar;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar sejak tahun 2007;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena

Tergugat  malas  bekerja  sehingga  tidak  bertanggung  jawab  dalam

memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga,  Tergugat  suka  berjudi  dan

Tergugat telah menyatakan talak kepada Penggugat melalui telefon;

- Bahwa  Saksi  pernah  3  kali melihat  dan  mendengar  Penggugat

dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan

uang belanja dan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa  pihak keluarga dan juga Saksi telah berusaha mendamaikan

dan menasehati Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk  singkatnya uraian  dalam  putusan ini,  maka  semua hal

yang termuat dalam Berita Acara Sidang  perkara  ini merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan keterangan  Penggugat  dalam  surat

gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan

perkawinan  secara  Islam dan tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan

Pematang  Bandar,  Kabupaten  Simalungun,  maka  perkara  ini  merupakan

kompetensi  absolut  Pengadilan  Agama  untuk  memeriksa,  memutus dan

menyelesaikannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1)

Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang,  bahwa berdasarkan surat  gugatan,  Penggugat  bertempat

tinggal  dalam  wilayah yurisdiksi  Pengadilan Agama Stabat, maka perkara ini

secara  kompetensi  relatif  merupakan kewenangan  Pengadilan Agama Stabat

untuk memeriksa dan mengadilinya  sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang

Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  demi  kepentingan  pemeriksaan  perkara  ini,

pemanggilan  kepada  Penggugat  dan  Tergugat  untuk  menghadap  ke

persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan

(2), dan Pasal 150 R.Bg.  jo.  Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi

dan patut;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  datang  menghadiri  persidangan

secara in person dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan

Tergugat  tidak  hadir  ke  persidangan  dan  tidak  pula  mengutus  wakil  atau

kuasanya  yang  sah  serta  tidak  ada  mengajukan  eksepsi,  dan  ternyata

ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis

Hakim berpendapat  bahwa ketidakhadiran Tergugat  tidak mempunyai  alasan

hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., jo. Surat Edaran

Mahkamah  Agung  RI Nomor  9  Tahun  1964  tanggal  13  April  1964  tentang

Putusan  Verstek, pemeriksaan  perkara  a  quo dapat  dilanjutkan  serta  dapat

dijatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
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Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab Ahkam al-Qur’an,

Juz II  halaman 405, Majelis Hakim sependapat  dan selanjutnya diambil  alih

menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini yang bunyinya sebagai berikut:

لحق فهوظالم يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعي من
له

Artinya:  "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim (Pengadilan),

namun yang  bersangkutan  tidak  mau memenuhi  panggilan  tersebut,

maka dia termasuk orang yang dzhalim dan tidak ada hak baginya";

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dalam

Kitab  Al-Anwar Juz I halaman 55 yang selanjutnya  juga  diambil alih menjadi

pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

بالبينة        اثباته جاز اوغائب اوتوار بتعزز تعزز  وان

Artinya: “Jika seseorang enggan,  bersembunyi  atau tidak  diketahui  lagi

keberadaannya, maka boleh memutus perkara dengan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar

damai dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana kehendak ketentuan

Pasal  82  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  3  Tahun  2006  dan

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39

ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi

tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang

menjadi  hal  pokok  adalah  Penggugat  mengajukan  gugatan  cerai  terhadap

Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana uraian pada bagian duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan,  maka  jawaban  dan/atau  bantahan  Tergugat  atas  dalil  gugatan
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Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena

itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan

patut tidak menggunakan haknya patut diduga bahwa Tergugat dengan sengaja

tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya

pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah

dianggap  sebagai  pengakuan  yang  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang

sempurna  (volledig)  dan  mengikat  (bindend),  melainkan  hanyalah

menggugurkan  hak  Tergugat,  di  samping  itu  perkara  a  quo adalah  perkara

perceraian,  maka  sesuai  dengan  penjelasan  Pasal  27  ayat  (4)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9  Tahun 1975,  ketidakhadiran Tergugat  tersebut  tidaklah

menjadi alasan  untuk  mengabulkan gugatan Penggugat, karena berdasarkan

ketentuan  Pasal  283  R.Bg  jo.  Pasal 1865  KUH  Perdata,  Penggugat  tetap

diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan bukti surat (P) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P yang diajukan oleh Penggugat tersebut

telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazegelen) dan cocok

dengan aslinya yang telah diperlihatkan di persidangan, dengan demikian bukti

P telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara substansinya (materiil)  bukti  surat tersebut

akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti  P berupa Akta Otentik sesuai  dengan Pasal

285 R.Bg. jo.  Pasal  1868 KUH Perdata, telah menunjukkan antara Penggugat

dengan Tergugat sebagai suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah dan

terjadi  hubungan  hukum  antara  keduanya sejak  tanggal  06  Mei  2006,

berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 3 Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Penggugat merupakan pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing)

dan pihak berhak dalam mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);
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Menimbang,  bahwa  Penggugat  juga  telah  mengajukan  alat  bukti  2

(dua)  orang  saksi  yang  merupakan orang-orang  yang  dapat  didengar

keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi

saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg.,  dua

orang saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah

menurut agamanya masing-masing, dengan demikian secara formil  dua orang

saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan

dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di

persidangan  melihat, mendengar dan mengetahui penyebab  perselisihan dan

pertengkaran  yang  terjadi  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sebagaimana

keterangan  para  saksi  dalam bagian  duduk  perkara,  Majelis  Hakim  menilai

keterangan  dua  orang  saksi tersebut  obyektif  dan  relevan  dengan  gugatan

Penggugat, keterangan kedua saksi juga saling bersesuaian antara satu sama

lain,  sehingga  dapat  dipertimbangkan  sebagai  alat  bukti  sebagaimana

dikehendaki oleh ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas,

Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  isteri  yang  sah sejak

tanggal 06 Mei 2006 dan belum pernah bercerai;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa sejak tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat  sudah mulai  sering

bertengkar  yang  disebabkan  karena  masalah  Tergugat  malas  bekerja

sehingga  tidak  bertanggung  jawab  dalam  memenuhi  kebutuhan  rumah

tangga, Tergugat suka berjudi dan Tergugat telah menyatakan talak kepada

Penggugat melalui telefon, akibatnya sejak tahun 2017 Penggugat dengan

Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal  dan  Tergugat  tidak  pernah  lagi

memberikan uang belanja maupun nafkah kepada Penggugat sejak pisah

rumah;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  di  atas,  maka  telah

terbukti  keutuhan rumah tangga Penggugat  dengan  Tergugat  tidak  mungkin

dapat  dipertahankan  lagi  karena  perselisihan  dan  pertengkaran  di  antara

keduanya yang berlangsung secara terus menerus kurang lebih sejak 13 (tiga

belas)  tahun  yang  lalu  dan  berpuncak pada  pisah  rumah dan  tidak  pernah

bersatu lagi sebagai suami isteri lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis

Hakim  sependapat  dengan  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1354

K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang berbunyi  “Suami isteri yang telah

pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta

adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup

rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan

perceraian” dan dikaitkan dengan  rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

yang  sudah  tidak  harmonis  lagi  sehingga  sulit  untuk  mewujudkan  tujuan

perkawinan sebagaimana kehendak Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

dan nash al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21 yang berbunyi:

بينكم            وجعل إليها لتسكنوا أزواجا أنفسكم من لكم خلق أن أيته ومن

يتفكرون         لقوم لأيت ذالك فى إن رحمة و مودة

Artinya : “dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa

kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di  atas, maka

Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  gugatan  Penggugat  dipandang  telah

terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39

ayat  (2)  Undang-undang Nomor 1  Tahun 1974,  Pasal  19  huruf  f  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

dan dihubungkan  dengan  Tergugat  tidak  hadir  di  persidangan  tanpa  alasan
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yang sah menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan

dengan verstek;

Menimbang,  bahwa karena Penggugat  belum pernah bercerai dengan

Tergugat,  dikaitkan dengan ketentuan Pasal  119 ayat  (2)  huruf  c  Kompilasi

Hukum  Islam  yang  menyatakan bahwa talak  yang  dijatuhkan Pengadilan

Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu

bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini

dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya; 

Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (...) terhadap Penggugat

(...);

4. Membebankan kepada  Penggugat  untuk membayar semua biaya yang

timbul  dalam  perkara  ini  yang  hingga  saat  ini  dihitung  sejumlah

Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan  Agama Stabat  pada hari  Rabu,  tanggal  03  Juni 2020  Miladiyah

bertepatan  dengan  tanggal  11  Syawwal 1441  Hijriyah  oleh  kami  Drs.  H.

Mawardi Lingga, M.A. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Emidayati serta Dra.

Rita Nurtini, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  itu juga  oleh Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akma
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Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd ttd

Dra. Emidayati Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.
Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Rita Nurtini, M.Ag.
Panitera Pengganti,

ttd

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.
Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran : Rp  30.000,00,-
Biaya Proses : Rp  50.000,00,-
Biaya Pemanggilan : Rp 550.000,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan : Rp  20.000,00,-
Biaya Redaksi : Rp  10.000,00,-
Biaya Materai : Rp   6.000,00,-

Jumlah : Rp 666.000,00,-
UNTUK SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

        

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS I A

PANITERA,

           

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)
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